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ABSTRAK 
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  fungsi  Badan
Permusyawaratan  Desa  di  Desa Watubula  Kecamatan  Dolo  Kabupaten  Sigi.  Teknik
pengumpulan data adalah melakukan observasi, wawancara, dan kegiatan dokumentasi.
Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan lokasi utama penelitian di Kantor
BPD Desa Watubula.  Kesimpulan dalam penelitian ini  adalah,  BPD Desa Watubula
belum  maksimal  dalam  menjalankan  fungsinya,  terutama  fungsi  menampung  dan
menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  BPD  kurang  proaktif  untuk  mencari  tahu
permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  disebabkan  kesibukan  terhadap  rutinitas
pekerjaan sehari-hari. Kemudian, masyarakat juga kurang proaktif untuk menemui BPD
dan menyampaikan aspirasinya sehingga tidak ada aspirasi yang dapat ditampung dan
disalurkan oleh BPD. Begitu  pula dalam mengawasi  kinerja  pemerintah  desa belum
maksimal.
Kata Kunci : Fungsi BPD
ABSTRACT 
The purpose of this research is: 1) to determine the function of the village consultative
Agency  in  Watubula  village  Dolo  Sigi  District.  Data  collection  techniques  are
conducting  observations,  interviews,  and documentation  activities.  Research will  be
conducted for 3 months with the main location of research in the office of BPD Desa
Watubula.  The  conclusion  in  this  study  is  that  BPD Desa  Watubula  has  not  been
maximized in carrying out its functions, especially the function of accommodating and
channeling community aspirations. BPD is less proactive to find out the problems faced
by the community due to busy daily work routines. Then, the community is also less
proactive  to meet  the BPD and deliver  its  aspirations so that no aspiration can be
accommodated and channeled by the BPD. Likewise in supervising the performance of
the village government is not maximized.
Keyword: BPD function
PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  54,
dijelaskan  bahwa musyawarah  desa  merupakan  forum pemusyawaratan  yang diikuti
oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Pemerintah  Desa  (PD),  dan  unsur
masyarakat  desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat  strategis
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dalam penyelenggaraan  Pemerintah  Desa.  Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  dalam
pemerintahan  di  desa,  pemerintah  desa  sebagai  penggerak  masyarakat  untuk  dapat
berpartisipasi  dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi  desa,
maka  setiap  keputusan  yang  diambil  harus  didasarkan atas  musyawarah desa  untuk
mencapai keputusan bersama. 
Sebagai  subjek  pembangunan  tentunya  warga  masyarakat  hendaknya  sudah
dilibatkan  untuk  menentukan  perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan
objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan
yang  akan  dilaksanakan  dapat  menyentuh  langsung  kebutuhan  masyarakat  sehingga
program perencanaan  pembangunan  desa  yang  akan  dicanangkan,  masyarakat  dapat
berpartisipasi  se-optimal  mungkin.  Ide-ide  pembangunan  harus  didasarkan  pada
kepentingan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya  yang  menunjang  terhadap
pembangunan nasional.  Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh
Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  akan  dimufakatkan  bersama  dalam
musyawarah  pembangunan  desa  sehingga  dapat  direncanakan  dengan  baik  antara
pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan
swadaya  masyarakat  serta  partisipasi  aktif  nantinya  pada  saat  pelaksanaan
pembangunan desa. 
Oleh  karena  itu,  perencanaan  pembangunan  desa  akan  dilaksanakan  pada
musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan
Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  berfungsi  untuk  menampung  dan  menyalurkan
aspirasi  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  penghidupannya.  Oleh
karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini apakah Badan Pemusyawaratan Desa
telah  benar-benar  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, ataukah ada
faktor-faktor lain yang menunjang perencanaan pembangunan desa. 
Terkait  dengan  kurang  optimalnya  fungsi  BPD  tersebut,  penulis
mengindentifikasi  beberapa  masalah  sebagai  berikut.  Pertama,  lemahnya
pengorganisasian.  Sebagai  sebuah  lembaga,  BPD tidak  dikelola  melalui  mekanisme
pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak
ditemukan  skema  tentang  struktur  organisasi  BPD.  Pada  hal  yang  lebih  substantif,
secara  kelembagaan  BPD  kurang  terlihat  dalam  mengorganisir  para  anggotanya,
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sehingga  para  anggota  BPD  terkesan  bekerja  secara  asal-asalan.  Dari  keseluruhan
keanggaotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang
aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja. 
Kedua, nihil  dukungan staf dan kesekretariatan.  Selain soal pengorganisasian,
lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf
yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak
dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini berbeda dengan pemerintah desa
yang  memiliki  struktur  kelembagaan  yang  jelas,  termasuk  dukungan  staf  dan
kesekretariatan.  Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa
digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa
yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan. 
Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam
kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat
yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa
masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa.  Meskipun sebenarnya
banyak  hak  yang seharusnya  diterima  oleh  BPD,  namun dalam praktiknya  hak-hak
tersebut  belum  sepenuhnya  diterima.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015 (PP
Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk
memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas
melalui  pendidikan  dan  pelatihan,  sosialisasi,  pembimbingan  teknis,  dan  kunjungan
lapangan  dan  penghargaan  dari  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah
kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.  Dari beberapa hak
yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah
diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu. 
Keempat,  minim kapasitas  personal.  Secara  individual,  anggota  BPD tampak
kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan 4 fungsinya.   Sebut
saja  misalnya,  dalam  fungsinya  sebagai  pembahas  rancangan  Perdes,  anggota  BPD
semestinya  memiliki  kemampuan  dalam  bidang  legal  drafting.  Namun  dalam
kenyataannya,  hampir  dapat  dipastikan  bahwa  sebagian  besar  anggota  BPD  tidak
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memiliki  kemampuan  tersebut.  Dengan  demikian  rancangan  Perdes  lebih  banyak
berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang
kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan
hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada
hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam
berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya
memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat
mempengaruhi orang lain.
Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa
dengan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat.  Tentunya  dalam melaksanakan  fungsi
BPD  yaitu  menetapkan  peraturan,  pihak  Badan  Permusyawaratan  Desa  melakukan
musyawarah  dengan  mengadakan  rapat.  Dari  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti
tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “  Pelaksanaan  Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Watubula Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Rumusan
masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  fungsi  Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Watubula Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi ?
METODE PENELITIAN
Jika dilihat dari  obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini
termasuk  dalam  tipe  penelitian  deskriktif  kualitatif.  tipe  penelitian  ini  berusaha
mendeskripsikan  gambaran  yang  senyatanya  dari  fenomena  yang  terjadi  terkait  dengan
pelaksanaan fungsi BPD di desa Watubula. Menurut Moleong (2005;5) penelitian kualitatif
adalah  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  naturalistik  untuk  mencari  dan
menemukan  pengertian  atau  pemahaman  tentang  fenomena  dalam  suatu  latar  yang
berkonteks  khusus.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dengan  menggunakan  latar
belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Dalam  penelitian  kualitatif  digunakan  pendekatan  induktif,  yaitu  teori
sesungguhnya  digunakan  sebagai  alat  yang  akan  diuji  kemudian  dengan  data  dan
instrumen penelitiannya (Bungin, 2007). Sementara itu, Sugiyono (2009;9) mengatakan
bahwa penelitian kulaitatif  adalah metode penelitian  yang berlandaskan pada filsafat
post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai
lawannya  adalah  eksprimen)  dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  tehnik
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pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
Fungsi BPD yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala  Desa.  Fungsi  ini  telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  BPD Desa  Watubula
dengan melibatkan seluruh anggotanya. Mereka senatisa turus serta dalam Pembahasan
Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  dengan  kepala  desa  Kepala  Desa.  Dalam
keikutsertaannya  tersebut,  BPD  turut  memberikan  pendapat  dan  buah  pikirannya
terhadap isi Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibuat.
 Kontribusi  terbesar  BPD dalam keikutsertaannya  dalam pembahasan  tersebut
adalah  memberikan  saran  kepada  pemerintah  desa  terhadap  pasal-pasal  yang dinilai
tidak sesuai dan tidak dianggap penting, mereka kadang-kadang melakukan penolakan
dan memberi usul agar redaksi pasal-pasal yang dianggap tidak tepat dan tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat saat ini dihapus dan diperbaiki dengan membuat redaksi
baru  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  yang  terjadi  di  desa  yang
bersangkutan, sebab Peraturan Desa yang sedang dibahas akan menyangkut masa depan
Desa itu sendiri beberapa tahun kedepan, sehingga BPD perlu memberikan masukan
kepada Kepala Desa. Ada beberapa jenis rancangan Peraturan Desa yang ikut Dibahas
oleh  BPD  Desa  Watubula  bersama  dengan  Kepala  Desa,  diantaranya  Rancangan
Peraturan Desa Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan lain-lain.
Secara  umum BPD cukup aktif  mengikuti  pembahasan  Rancangan Peraturan
Desa bersama dengan Kepala Desa, yang memang telah menjadi fungsinya selaku wakil
rakyat di desa. Mereka tidak pernah absen setiap ada Rancangan Peraturan Desa yang
akan  dibahas  selama  mereka  diundang  dan  mengetahui  masalah  tersebut.  Hal  ini
dilakukan  oleh  BPD  Desa  Watubula  sebagai  kewajiban  yang  harus  ditunaikan.
Kehadiran  mereka  dalam  setiap  pembahasan  rancangan  peraturan  desa  merupakan
bentuk tanggungjawab mereka terhadap masyarakat desa yang mereka wakili.
Selain ikut membahas, BPD juga turut menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tersebut sebelum disahkan menjadi Kepala Desa. Menyepakati dalam pengertian bahwa
BPD memberikan persetujuan terhadap setiap pasal-pasal yang ada dalam rancangan
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peraturan tersebut. Sebuah rancangan Peraturan Desa tidak disahkan sebelum mendapat
persetujuan dari BPD. Proses persetujuan tersebut diberikan setelah melalui serangkaian
rapat-rapat dan pertemuan, serta pembahasan yang dilakukan bebarap hari. Persetujuan
diberikan  setelah  BPD  ,memberikan  masukan  dan  menganggap  bahwa  Rancangan
Perdes yang ada sudah dianggap layak untuk disahkan menjadi Perdes.
Persetujuan  diberikan  jika  jumlah  peserta  rapat  atau  sidang  pembahasan
Rancangan Peraturan  Desa sudah memenuhi  Quorum sesuai  dengan ketentuan yang
berlaku, atau atau lebih dari separuh anggota BPD Hadir dalam pembahasan tersebut.
Jika rapat dianggap belum Quorum maka BPD tidak akan memberikan persetuan sebab
dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengesahkan sebuah PERDES. Misalnya, jika
anggora BPD ada 5 orang maka syaratnya harus dihadiri minimal 3 orang anggotanya,
jika kurang dari jumlah tersebut maka RAPERDES tidak dapat disetujui dan disahkan.
Disinilah posisi penting BPD sehingga PERDES yang dibuat memiliki legitimasi yang
kuat karena pembahasannya dihadiri mayoritas anggota BPD. Begitu pulan jika terjadi
perbedaan pendapat yang alot dan tidak ada titik temu dalam pembahasan Raperdes,
maka  sebelum  memberikan  persetujuan  terhadap  pasal-pasal  tertentu  yang  masih
diperdebatkan dilakukan Voting untuk melihat suara terbanyak.
Artinya,  dalam menjalankan fungsinya membahas dan menyetujui  Rancangan
PERDES, BPD tetap menerapakan perinsip musyawarah mufakat sebagai bagian dari
demokrasi di Desa dalam pengambilan suatu keputusan bersama dengan Kepala Desa,
sehingga  persetuan  yang  diberikan  terhadap  PERDES  betul-betul  menggambarkan
keputusan  dan  kesepakatan  bersama  semua  anggota  BPD.  Dalam pengertian  bahwa
tidak ada main mata antara anggota BPD dengan Kepala Desa atau pemerintah desa
dalam pembuatan PERDES untuk kepentingan kelompok tertentu.
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
Fungsi  BPD  selanjutnya  adalah  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi
masyarakat desa yang diwakilinya. Yang  dimaksud  dengan  menampung  dan
menyalurkan  adalah  BPD  Membuka  diri  dan  ruang  bagi  masyarakat  untuk
menyampaikan  aspirasinya,  dengan  cara  mendengar,  menerima  dan  menyampaikan,
serta  memperjuangkan  kepada  pemerintah  desa  untuk  ditindaklanjuti  dalam  bentuk
kebijakan guna menjawab aspirasi tersebut. Selain itu, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat dapat beararti adanya sikap proaktif dari BPD untuk mencari tahu
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kebutuhan  masyarakat  desa,  mendengar  keluhan,  harapan-harapan  masyarakat
kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. BPD harus menggali informasi untuk
mengetahui  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  desa  kemudian  problem  tersebut
disampaikan kepada pemerintah desa untuk diselesaikan melalui  kebijakan-kebijakan
pemerintah desa.
Fungsi ini pada dasarnya telah dilakukan oleh BPD, tetapi belum maksimal. Hal
ini disebabkan kesibukan anggota BPD Desa Watubula terhadap rutinitas pekerjaannya
sehari-hari,  baik  sebagai  petani  atau  kerena  profesi  yang  digelutinya  sehari-hari.
Sehingga  jarang  menemui  masyarakat  untuk  sekedar  berkonsultasi  atau  berdiskusi
mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga aspirasi yang ingin
disampaikan masyarakat  tidak dapat  diketahui.  BPD kurang proaktif  untuk turun ke
masyarakat guna mencari tahu permasalahan apa saja yang dihadapi masyarakat dan apa
yang  diharapkan  oleh  masyarakat  terjadap  pemerintah  desa  sehingga  BPD  kurang
mendapatkan informasi yang terkait dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
BPD  pada  dasarnya  membuka  diri  kepada  masyarakat  untuk  menyampaikan
aspirasinya  terhadap  keinginan dan harapan-harapnya dan siap  memperjuangkannya.
Hanya saja, aspirasi tersebut belum ada yang sampai ke BPD sehingga tidak ada yang
bisa  ditampung  apalagi  disalurkan.  BPD lebih  kepada  posisi  menunggu  masyarakat
yang  datang  menyampaikan  aspirasinya  baik  secara  beramai-ramai  maupun  melalui
perwakilan  tokoh-tokoh masyarakat.  Bukan mereka  yang harus  proaktif  untuk turun
menemui  dan  menanyakan  aspirasi  masyarakat.  Sebab  anggota  BPD  menganggap
bahwa  keberadaannya  cukup  dekat  dengan  masyarakat  dan  tidak  memerlukan
perjalanan jauh dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menemuinya.  Keberadaan
anggota BPD tidak sulit untuk dicari karena berada ditengah-tengah masyarakat desa.
Hal ini berbeda dengan wakil rakyat yang ada di derah ibu Kota Negara atau Ibu Kota
Provinsi dimana diperlukan biaya transportasi dan perjalanan yang mungkin cukup jauh
untuk menemui wakil rakyat.
Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa
Dalam hal meneliti setiap hasil pekerjaan pemerintah desa diperoleh penjelasan
bahwa Badan Perusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat dikatakan baik dalam meneliti
setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang
ditekankan kepada Pemerintah Desa untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi
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dan koordinasi dengan BPD, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemerintah
Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi.
Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya
seperti  komunikasi dan kerjasama antar keduanya tidak dilakukan secara intens,  dan
kurangnya kemampuan dari pihak BPD dalam meneliti setiap permasalahan sehingga
tindakan perbaikan masalah menjadi terhambat. 
KESIMPULAN  DAN SARAN
BPD Desa  Watubula  sudah   menjalankan  fungsinya  meskipun  belum terlalu
maksimal,  terutama  fungsi  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  BPD
BELUM terlalu proaktif untuk mencari tahu permasalahan yang dihadapi masyarakat
disebabkan  adanya  kesibukan  terhadap  rutinitas  pekerjaan  sehari-hari.  Kemudian,
masyarakat  juga  belum  terlalu  proaktif  untuk  menemui  BPD  dan  menyampaikan
aspirasinya sehingga masih kurang aspirasi yang dapat ditampung dan disalurkan oleh
BPD. Begitu pula dalam mengawasi kinerja pemerintah desa belum terlalu maksimal.
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